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ABSTRAK 

Noradliani. 180102010154: Analisis Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/Pa.kdg 

Tentang Izin Poligami Yang Telah Menikah Siri Dengan Alasan 

Menjalankan Bisnis Usaha , Pembimbing: (1) Sa’adah, S.Ag., (2) Hj. 

Diana Rahmi, S.Ag., M.H., pada Program Studi  Fakultas Syariah UIN 

Antasari Banjarmasin, 2023.  

KATA KUNCI: Izin Poligami, Telah Menikah Siri, Putusan 

Poligami merupakan salah satu bentuk dari perkawinan yang sering 

diperbincangkan dari dulu sampai sekarang di masyarakat umum. Ada banyak 

permohonan izin poligami yang terjadi, di antaranya tidak memenuhi syarat 

alternatif namun Majelis Hakim tetap mengabulkan izin poligami. Salah satu 

perkara permohonan izin poligami terdapat pada putusan Nomor 

219/Pdt.G/Pa.Kdg. Pada putusan Nomor 219/Pdt.G/Pa.Kdg ini, terkait 

permohonan izin poligami yang telah menikah siri dengan alasan menjalankan 

bisnis usaha. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan mengabulkan 

permohonan izin poligami berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi alasan pemohon 

tersebut tidak tercakup dalam Pasal tersebut. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meneliti 

pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus 

permohonan izin poligami yang telah menikah siri dengan alasan menjalankan 

bisnis usaha pada putusan Nomor 219/Pdt.G/Pa.Kdg.  

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan 

pendekatan Case (Case Approach). Sumber hukum yang digunakan pada 

penelitian ini ialah bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum 

sekunder, dan tersier, dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum 

studi dokumen dan studi pustaka. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada pertimbangan Majelis 

Hakim memutuskan permohonan izin poligami yang telah menikah siri dengan 

alasan menjalankan bisnis usaha, tidak tercakup dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta dalam putusan Majelis 

Hakim dalam pengabulan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan 

penafsiran Majelis Hakim bahwa pemohon sangat khawatir  akan perbuatan yang 

dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami, sehingga 

Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon karena dapat mencegah 

perbuatan dosa serta kemudharatan yang besar sesuai dengan Hadis dan Kaidah 

Fiqiyyah (kemaslahatan). Majelis Hakim telah keliru karena seharusnya 

permohonan izin poligami tersebut ditolak sebab tidak memenuhi syarat materiil. 

Pada dasarnya permohonan izin poligami diajukan sebelum dilakukannya 

poligami (pernikahan siri) dan nyatanya dalam perkara ini pemohon telah 

melakukan pernikahan siri sebelum adanya izin dari Majelis Hakim. Hal tersebut 

telah jelas bahwa permohonan ini tidak memiliki dasar hukum sebagai 

permohonan izin poligami. 


